
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT 

NOMOR 13 TAHUN 2022 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SECARA NON TUNA' 
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Pengelolaan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan 
daerah dilakukan secara tertib taat pada ketentuan 
peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat 
untuk masyarakat; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan 
trasparansi pengelolaan keuangan daerah, berdasarkan 
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/ 
1867/ SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi 
transaksi non tunai pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, maka perlu mengatur sistem transaksi 
non tunai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan 
Daerah Secara Non Tunai pada Unit Pelaksana Teknis 
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat; 

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9) sebagai Undang - undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4849); 

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pu sat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5070); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



13. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita 
Negara republik Indonesia Tahun 2015 nomor 2036), 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 
tentang Pedoman Umum Sistem akuntansi 
Pemerintahan; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 / PMK.05/2013 
tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara 
Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 22. 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 162/ PMK.05/2013 tentang 
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada 
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara; 

20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 
Umum Angkutan. Penyeberangan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1412); 

21. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 531); 

22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 
tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
8 Tahun 2018 tentang Penyelengaraan Perhubungan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 
Tahun 2018 Nomor 8); 
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 
7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan 
Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 7); 

25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 
Nomor 8) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan 
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin 
Barat Tahun 2021 Nomor 6); 

26. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 41 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Dermaga Inderasari pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah 
Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 41); 

27. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 
2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 
Pelabuhan Penyeberangan Kumai pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita 
Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 42); 

28. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Berita Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 15); 

29. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 
2021 tentang Pembentukan Kedudukan dan Susunan 
Organisasi Tugas Fungsi dan Tata kerja Unit Pelaksana 
Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas 
Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita 
Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 5); 

MEMUTUSICAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SECARA NON 
TUNAI PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat. 



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

5. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang 
merupakan unsur pelaksana di bidang perhubungan. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan 
Kabupaten Kotawaringin Barat. 

7. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu 
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
Kabupaten. 

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat 
UPT adalah unsur pelaksana teknis yang 
melaksanakan kegiatan teknis operasional pada 
Dinas Perhubungan, terdiri dan i UPTD Dermaga 
Indera Sari dan UPT Pelabuhan Penyeberangan 
Kumai serta UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Dermaga Indera Sari, 
Kepala UPT Pelabuhan Penyeberangan Kumai atau 
Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 
didalamnya segala bentuk kekayaan yang 
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah 
tersebut. 

11. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan daerah. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian kewenangan 
pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. 

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang 
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara urnum 
daerah dan ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin 
Barat. 

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya 
disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa 
untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara 
Umum Daerah. 



15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang 
daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin 
Barat untuk menampung seluruh penerimaan daerah 
dan membayar seluruh pengeluaran daerah. 

16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKUD adalah rekening tempat 
penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh 
Bupati Kotawaringin Barat untuk menampung 
seluruh penerimaan retribusi pada Bank yang 
ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat. 

17. Rekening Operasional Pendapatan adalah rekening 
SKPD yang di sediakan oleh Bank yang ditetapkan 
oleh Bupati yang fungsinya untuk menampung 
setoran penerimaan retribusi. 

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 
selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada 
SKPD. 

19. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk oleh Bupati Kotawaringin Barat 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan 
retribusi pada SKPD. 

20. Pemungut Retribusi adalah pejabat yang ditunjuk 
oleh kepala SKPD untuk menerima, menyimpan, 
menyetorkan pungutan retribusi kepada bendahara 
penerima SKPD. 

21. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang 
disediakan oleh perbankan yang memungkinkan 
nasabah Bank untuk memperoleh informasi, 
melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi 
perbankan berupa teller, customer service, Automatik 
Teller Machine/ ATM, SMS Banking, Mobile Banking, 
Internet Banking/ Internet Banking Corporate, Kartu 
Debit, Kartu Kredit, Cash Management System (CMS), 
Electronic Data Capture (EDC), dan Alat Pembayaran 
Menggunakan Kartu (APMK) lainnya. 

22. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, 
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

23. Retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
pengujian berkala kendaraan bermotor dan jasa 
pengujian tidak berkala kendaraan bermotor. 

24. Retribusi pelayan.an  kepelabuhanan adalah retribusi 
sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan 
kepelabuhanan. 



25. Payment Gateway adalah sebuah penyedia jasa 
aplikasi ecommerse yang mengotorisasi pembayaran 
untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta 
penerimaan daerah lainnya. 

26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen 
yang memuat pendapata.n dan belanja setiap SKPD 
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

27. Objek Retribusi Daerah adalah pungutan daerah atas 
jasa pengijian kendaraan bermotor dan pelayanan 
jasa kepelabuhanan yang disediakan dan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

28. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau 
Badan yang menurut peraturan perundang - 
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi atas pelayanan yang diberikan 
oleh Pemerintah Daerah. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi 
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi 
yang terutang. 

30. Kode billing adalah kode bersifat unik, standar dan 
permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran 
pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan 
daerah lainnya. 

31. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk 
memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan 
perintah pemberi amanat yang ditujukan untuk 
keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai 
penerima transfer. 

32 Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat 
langsung dan i rekening bank, biasanya pada tanggal 
yang telah ditentukan. 

33. Jam kerja adalah jam kerja pelayanan (24 Jam). 
34. Cut off adalah pisah batas yang telah ditentukan. 
35. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan 

untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan 
pengeluaran kas balk secara tunai maupun giral, 
mutasi kas dan i bank ke tunai dan perbaikan/koreksi 
kesalahan pembukuan. 

36. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai 
adalah transaksi yang menggunakan instrumen 
berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik 
uang kertas dan uang logam. 

37. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non 
tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen 
berupa Alat pembayaran menggunakan kartu 
(APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang 
elektronik. 



38. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan 
Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan 
perbankan maupun non perbankan yang telah 
disediakan. 

39. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun 
setelah pembebanan biaya jasa penarikan, 
pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring 
penarikan cek yang dapat digunakan untuk 
rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank 
dengan register atau buku cek. 

40. Rekening Bank adalah rekening keuangan 
pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan 
bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dani 
nasabah dengan bank. 

41. Real Time adalah kondisi pengoperasian dan i suatu 
sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang 
dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat 
waktu (deadline) yang jelas, relatif terhadap waktu 
suatu peristiwa atau operasi terjadi. 

42. Online adalah komunikasi dalam jaringan intemet. 
43. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak 

komputer yang memanfaatkan kemampuan 
komputer langsung untuk melakukan suatu tugas 
yang diinginkan pengguna. 

44. Biaya transfer adalah biaya yang dibebankan kepada 
nasabah yang memberi perintah atas suatu kegiatan 
jasa bank dalam memindahkan sejumlah dana 
tertentu. 

45. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi 
setoran yang dilakukan oleh penyetor. 

46. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti 
transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak 
yang membayar. 

47. Pelayanan kepelabuhanan adalah serangkaian 
kegiatan pelayanan kepelabuhanan. 

48. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian 
kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau 
komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan 
dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan 
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan 
retribusi pada Unit Pelaksana Teknis ini 
dilaksanakan berdasar asas: 
a. efisiensi; 

b. keamanan; dan 

c. manfaat. 



(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi 
penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) 
untuk mencapai pengelolaan retribusi yang 
maksimal. 

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b adalah memberikan jaminan keamanan 
dalam transaksi pengelolaan retribusi kepada semua 
pihak yang berkepentingan. 

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-
besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak 
yang berkepentingan dalam pengelolaan retribusi. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat ini ditetapkan 
sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai pada 
UPT Dinas Perhubungan dalam rangka mewujudkan 
pengelolaan retribusi yang cepat, akurat, aman, efisien, 
transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana 
korupsi. 

BAB III 
RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

(1) Implementasi transaksi non tunai pada UPT Dinas 
Perhubungan meliputi semua jenis retribusi 
Pelayanan Kepelabuhanan dan retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor. 

(2) Transaksi penerimaan daerah non tunai diakomodir 
melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh 
perbankan secara online. 

BAB IV 
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI 

Bagian Pertama 
Tata Cara Pembayaran Retribusi 

Pasal 5 

(1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara online 
payment melalui: 

a. Pembayaran langsung / direct payment; atau 
b. e-payment (mesin EDC dan/atau e-money). 

(2) Pembayaran langsung / direct payment dengan 
dibantu petugas dan i bank umum dapat dilakukan 
melalui: 

a. Payment point yang disediakan oleh Bank; atau 

b. Bank umum, badan / lembaga keuangan atau 
kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati. 
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(3) Pembayaran langsung / direct payment sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis 
retribusi dan nilai retribusi yang dibayar. 

(4) Pembayaran melalui e-payment (mesin EDC 
dan/atau e-money) merupakan layanan perbankan 
menggunakan mesin Electronic Data Capture 
dan/atau Electric Money yang disediakan oleh Bank 
dengan alur sebagai berikut: 
a. Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank 

yang bekerjasama dengan Pemerintah 
Kabupaten Kotawaringin Barat; 

b. Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank 
yang dapat terhubung dengan Bank yang 
bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

c. Petugas memfasilitasi wajib retribusi dengan 
mesin EDC dan/atau e-money; 

d. Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi 
menggunakan mesin dimaksud melalui proses 
swipe (gesek) dan/atau tap (tempel); 

e. Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi 
menerima struk bukti pembayaran dan petugas 
menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip 
pelaporan; dan 

f. Secara otomatis, Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat dapat memantau 
pembayaran Retribusi secara real time melalui 
fasilitas perbankan yang telah disediakan. 

(5) Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima 
berupa: 
a. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran 

langsung (direct payment) yang dilakukan 
melalui loket pembayaran SKPD yang 
membidangi Pelayanan Retribusi, bank 
umum,badan/ lembaga keuangan dan! atau 
kantor pos; atau 

b. Resi/ struk dan i e-payment. Untuk pembayaran 
melalui terminal Electronic Data Capture (EDC) 
dan/atau e-money. 

Bagian Kedua 
Penyetoran Retribusi 

Pasal 7 

(1) Retribusi daerah memiliki rekening operasional 
pendapatan yang digunakan untuk menampung 
setoran dimaksud yang kemudian disetorkan oleh 
bendahara penerimaan SKPD ke rekening RKUD 
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada 
Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati, setiap akhir 
hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja 
berikutnya. 



11 

(2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Dalam hal penyetoran retribusi daerah bertepatan 
dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu 
atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur 
menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari 
libur dimaksud. 

(4) Hari libur nasional termasuk hari libur yang 
diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum 
yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama 
secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. 

Bagian Ketiga 
Rekonsiliasi Retribusi 

Pasal 8 

(1) Pelaksanaan rekonsilisasi, terdiri atas: 
a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi; 

clan 
b. Rekonsiliasi realisasi penerimaan retribusi. 

(2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran retribusi 
dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta 
data pelayanan kepelabuhanan dan data pengujian 
kendaraan bermotor yang tertera dalam aplikasi pada 
UPT dengan data menurut sistem yang dikelola oleh 
Bank Umum. 

(3) Rekonsiliasi data transaksi retribusi dapat dilakukan 
secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari 
kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait 
dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga 
dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan 
dalam berita acara. 

(4) Rekonsiliasi penerimaan retribusi meliputi: 
a. Rekonsiliasi rekening koran; 
b. Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD 

(deposit intransit) pada hari bersangkutan; dan 
c. Data pemindahbukuan penerimaan retribusi 

secara elektronik maupun non elektronik. 

(5) Rekonsiliasi penerimaan retribusi dilakukan dengan 
mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara 
nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian 
transaksi hasil rekonsilisasi data transaksi 
pembayaran retribusi daerah di SKPD terkait. 

(6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama Oleh SKPD 
terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya 
dilaporkan ke Kepala SKPD terkait paling Iambat 2 
(dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi 
dimaksud. 
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Bagian Keempat 
Kegagalan Transaksi 

Pasal 9 

(1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara 
elektronik maka bank atau lernbaga yang 
bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara 
melakukan klarifikasi dengan objek / wajib retribusi 
/ Pengguna Jasa yang bersangkutan. 

(2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang 
bersangkutan dan dilaporkan ke SKPD terkait. 

Bagian Kelima 
Pengawasan 

Pasal 10 

(1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah 
berwenang melakukan pengawasan terhadap 
pembayaran dan penyetoran retribusi dalam rangka 
pengelolaan Pendapatan Daerah. 

(2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan 
balk secara manual maupun elektronik. 

(3) Pertanggungjawaban ata.s penerimaan daerah baik 
tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 11 

(1) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas 
transaksi penerimaan daerah dibebankan pada wajib 
retribusi /pengguna jasa yang membayar sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Layanan Keuangan Digital, khususnya berkenaan 
dengan payment gate way dan virtual account secara 
prinsip dapat dikembangkan dan i sistem yang sudah 
dibangun. 

BAB VI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 12 

(1) Penerapan transaksi non tunai dilaksanakan secara 
bertahap menyesuaikan dengan kesiapan 
infrastruktur. 

(2) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan UPT 
Dinas Perhubungan dalam kondisi tertentu dapat 
dilakukan pembayaran secara tunai kepada petugas 
pemungut retribusi. 



-13- 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

Diundangkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 11 Maret 2022 

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

NURHIDAYAH 

Ditetapkan di Pangkalan Bun 
pada tanggal 11 Maret 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, 

TTD 

SUYANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

BAMBANG WAHYUSUF, SH 
NIP. 19760904 200501 1 010 
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